SELASA PON, 6 FEBRUARI 2024 (25 REJEB 1957)

"KEDAULATAN RAKYAT” HALAMAN 9

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

d.

bahwa pengelolaan sampah menjadi tanggung ja-
wab Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat
yang perlu dilakukan secara terpadu dan efisien
dari hulu ke hilir;

bahwa agar pelaksanaan pengelolaan sampah
menjadi lebih optimal, perlu dilakukan kerja sama,
kemitraan, atau penugasan dalam pengelolaan
sampah di Kota Yogyakarta;

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 ten-
tang Pengelolaan Sampah tidak sesuai lagi de-
ngan kondisi saat ini sehingga perlu diubah,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, hurufb, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Peruba-
han Kedua atas Peraturan Daerah Kota Yogyakar-
ta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Sampah;

Mengingat

1.

2

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogja-
karta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 45);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4851);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pe-
merintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 ten-
tang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 5347);

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lem-
baran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor
10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 ten-
tang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yog-
yakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelola-
an Sampah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Dae-
rah Kota Yogyakarta Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

YOGYAKARTA
dan
WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun
2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun
2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi se-
bagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia
dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang
terdiri atas sampah rumah tangga maupun sam-
pah sejenis sampah rumah tangga.

Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang be-
rasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tang-
ga yang sebagian besar terdiri dari sampah or-
ganik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah
sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan
berasal dari kawasan permukiman kawasan ko-
mersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasili-
tas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas
lainnya.
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Sampah Spesifik adalah sampah yang karena si-
fat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan
pengelolaan khusus.

Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau
pelaku usaha yang menghasilkan timbulan sampah.
Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sis-
tematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang
meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
Pengurangan Sampah adalah kegiatan yang sis-
tematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang
meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran
ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.
Penanganan Sampah adalah kegiatan yang siste-
matis, menyeluruh dan berkesinambungan yang
meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,
pengolahan, pemrosesan akhir sampah.
Pengelola Sampah adalah orang atau badan
usaha yang melakukan pengelolaan sampah.
Tempat Penampungan Sementara yang selanjut-
nya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah
diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan,
dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut
TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan
pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan
pendauran ulang skala kawasan.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selan-
jutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksana-
kannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, peng-
gunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan
pemrosesan akhir sampah.

. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya di-

singkat TPA adalah tempat untuk memproses dan
mengembalikan sampah ke media lingkungan se-
car aman bagi manusia dan lingkungan.
Pengelolaan Sampah Mandiri adalah Pengelolaan
Sampah yang dilakukan oleh masyarakat baik
secara individu maupun berkelompok di tingkat
sumber.

Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian ke-
giatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian
yang meliputi pencegahan, dan penanggulangan
kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak
benar.

Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada
orang yang terkena dampak negatif yang ditimbul-
kan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat
penampungan sementara dan atau tempat pem-
rosesan akhir sampah.

Insentif adalah sarana memotivasi yang diberikan
sebagai pendorong timbulnya semangat yang
besar untuk meningkatkan upaya pengelolaan
sampah.

Disinsentif adalah tidak mendapat insentif, fung-
sinya sebagai perangkat untuk mencegah, mem-
batasi terjadinya pelanggaran atau mengurangi
kegiatan yang tidak sejalan dengan upaya penge-
lolaan sampah.

Orang adalah orang perseorangan dan/atau
kelompok orang.

Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk
badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum.
Lembaga adalah badan organisasi yang tujuannya
melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan
kegiatan.

Produsen adalah pelaku usaha yang memproduk-
si barang dan jasa, baik berupa bahan baku mau-
pun barang konsumsi.

Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara
daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak
ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau
pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan
pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pela-
yanan publik serta saling menguntungkan.

Biaya Layanan Pengolahan Sampah adalah be-
lanja yang dikeluarkan dari anggaran belanja dae-
rah kepada pengelola sampah, berdasarkan volu-
me yang dikelola per fon dan merupakan kom-
pensasai atas jasa pengolahan sampah di lokasi
tertentu yang ditetapkan, di luar biaya pengum-
pulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir.
Masyarakat adalah masyarakat Kota Yogyakarta.
Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD
adalah Perangkat Daerah yang menyelenggara-
kan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan
sampah.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai un-
sur penyelenggara pemerintahan daerah yang me-
mimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.

Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah membiayai Pengelolaan
Sampah sesuai dengan kebutuhan dan ke-
mampuan keuangan Daerah.

(2) Pembiayaan Pengelolaan Sampah sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) dapat ber-
sumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Dae-
ah; dan/atau

b. sumber lain yang sah sesuai dengan ke-
tentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Masyarakat dan pelaku usaha dapat berperan
serta membiayai Pengelolaan Sampah
mandiri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta
Masyarakat dan pelaku usaha dalam pem-
biayaan Pengelolaan Sampah mandiri seba-
gaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Wali Kota.

3. Judul Bab XIV diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

BAB XIV

KERJA SAMA, KEMITRAAN, DAN PENUGASAN

4. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sa-
ma antar pemerintah daerah dalam melaku-
kan Pengelolaan Sampah.

(2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja
sama dan/atau pembuatan usaha bersama
Pengelolaan Sampah.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur Kerja Sama Daerah.

Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan
Badan Usaha Pengelolaan Sampah dalam
Pengelolaan Sampah.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang meng-
atur Kerja Sama Daerah.

Setelah Bagian Kedua Bab XIV ditambahkan 1
(satu) bagian yakni Bagian Ketiga, sehingga ber-
bunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Penugasan

Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua)
Pasal yakni Pasal 36A dan Pasal 36B, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penu-
gasan kepada Badan Usaha Milik Daerah da-
lam Pengelolaan Sampah.

(2) Ketentuan mengenai penugasan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

Pasal 36B

(1) Salah satu bentuk kerja sama sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 35, kemitraan sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 36, atau penu-
gasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36A dilakukan dalam rangka pengolahan
Sampah.

(2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. penyediaan/pembangunan TPS, TPS 3R,
TPST, dan/atau TPA serta sarana dan
prasarana pendukungnya;

b. pengelolaan sampah pada TPS 3R, TPST
dan/atau TPA; dan/atau

¢. pengelolaan produk olahan Sampah
lainnya.

(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan Biaya
Layanan Pengolahan Sampah dalam rangka
kerja sama, kemitraan, atau penugasan pe-
ngolahan Sampah sebagaimana dimaksud
padaayat(1).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Biaya Laya-
nan Pengolahan Sampah sebagaimana di-
maksud pada ayat (3) diatur dengan Pera-
turan Wali Kota.

Pasal ll

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pe-
ngundangan Peraturan Daerah ini dengan penem-
patannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
padatanggal

Pj. WALIKOTAYOGYAKARTA,

SINGGIHRAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAHKOTAYOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN
... NOMOR ...

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA:
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERUBAHAN KEDUAATAS PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

. UMUM

Pengaturan Pengelolaan Sampah di Kota Yog-
yakarta sejatinya telah mencakup proses yang sis-
tematis melingkupi tahapan dari hulu sampai ke
hilir. Dalam hal ini, tahapan pengelolaan sampah
tersebut dilakukan dari perencanaan hingga pem-
rosesan akhir. Hal tersebut telah diatur dalam Per-
aturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Sampah. Namun, pro-
ses pengelolaan sampah adalah proses yang dina-
mis dan akan terus berkembang, sehingga dibutuh-
kan penyesuaian terhadap kebutuhan yang ada.

Pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta meli-
puti pengurangan dan penanganan sampah. Da-
lam proses penanganan sampah terdapat tahap
pengolahan sampah yang dilakukan pada fasilitas
yang telah ditentukan. Tahap pengolahan sampah
ini meliputi kegiatan pemadatan, pengomposan,
daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
Pengolahan sampah oleh Pemerintah Daerah da-
lam pelaksanaannya dapat dilakukan secara
mandiri atau kolaborasi dengan berbagai pihak.

Pengolahan sampah merupakan tanggung ja-
wab bersama yang dalam pelaksanaan operasio-
nalnya dapat dilakukan melalui kerja sama, kemit-
raan, atau penugasan kepada Badan Usaha Milik
Daerah. Sebagai wujud pelayanan publik dan ter-
selenggaranya pengolahan sampah yang optimal,
diperlukan dukungan pembiayaan terhadap kegia-
tan operasional pengolahan sampah. Oleh karena
itu, Pemerintah Daerah dapat memberikan Biaya
Layanan Pengolahan Sampah.

Sebagaimana uraian di atas, Peraturan Daerah
Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pe-
ngelolaan Sampah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota YogyakartaNomor 10 Tahun 2012 ten-
tang Pengelolaan Sampah perlu dilakukan pe-
nyempurnaan. Dengan adanya penyempurnaan,
maka Peraturan Daerah ini diharapkan dapat men-
jadi dasar hukum dan solusi atas dinamika pe-
ngolahan sampah.

Il. PASALDEMIPASAL
Pasall
Pasal 1
Cukupjelas.
Pasal 28
Cukupjelas.
Pasal 35
Cukupjelas.
Pasal 36
Cukupjelas.
Pasal 36A
Cukupjelas.
Pasal 36B
Cukupjelas.
Pasalll
Cukupjelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA NOMOR ...

Masukan dan Saran mohon disampaikan ke :

BAGIAN HUKUM SETDA KOTA YOGYAKARTA

JL. KENARI NOMOR 56, TELP.514448, 515865, 515866
562682 PSWT 177, 130

Email : hukum@jogjakota.go.id




